GAMBARAN PELAYANAN
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi

Gambaran Pelayanan SKPD dalam  konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang  terkait  dengan  kondisi  kepegawaian, kondisi  sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang
dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, serta tantang dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
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Melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi,  ditetapkanlah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi, Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.1.1.  Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Sebagaimana Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan  sebagian  urusan  dibidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.
2.1.2.  Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi  sesuai Pasal 4 yaitu :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan 
4.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Jambi,mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas .
Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD  dan Kelompok jabatan Fungsional.
2. Sekretariat
Sesuai dengan Pasal 6, Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan, montoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan  maupun pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi yaitu :
a. 	Pelaksanaan koordinasi keuangan, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program,  pelaporan, montoring dan evaluasi ;
b.	Penyelenggaraan petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung di lingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
c.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh tiga Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.  Sub Bagian Keuangan dan Asset
c.  Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan 
Tugas pokok Bidang Industri Kecil dan Kerajinan sebagaimana Pasal 14 yaitu melaksanakan bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran Industri Kecil dan Kerajinan serta memfalisitasi kemudahan Investasi Industri, analisa iklim usaha pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 15, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai fungsi yaitu :

a. Menyusun juknis, bimbingan pembinaan dan pengendalian industri.
b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis teknologi (proses produksi),  pemasaran,  modal  peralatan dan kemitraan.
c.	Pelaksanaan fasilitasi promosi Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri, sinergi dengan program instansi terkait.
d.	Pelaksanaan fasilitasi kemudahan pengurusan investasi industri, kemudahan  perolehan modal  dengan mitra usaha industri/dagang 
e.  Pelaksanaan  bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan.
f. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan Perundangan-undangan Bidang Industri.
g. Kerjasama dengan bidang lain untuk pengembangan industri. 
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan  dibantu oleh tiga Seksi yaitu :.
a. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Daya Saing
b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan
c. Kepala Seksi Sarana Promosi dan Publikasi
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Industri Menengah dan Besar 
Tugas pokok Bidang Industri Menengah dan Besar sebagaimana Pasal 22 yaitu melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang industri Menengah dan Besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 23, Bidang Industri Menengah dan Besar mempunyai fungsi yaitu :
a. Penyusunan perencanaan dibidang industri dan menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha dibidang industri menengah dan besar.
b. Pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri menengah dan besar.
c.  Pengkoordinasian bahan pembinaan dibidang industri menengah dan besar.
d. Pengkoordinasian menganalisa  iklim  usaha  dan  peningkatan kerjasama  dengan dunia usaha dibidang industri menengah dan besar.
e. Pelaksanaan fasilitasi  promosi pameran di Dalam dan  Luar Negeri  sinergi  dengan  program instansi terkait.
f.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri
g.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Menengah dan Besar dibantu oleh tiga Seksi yaitu :.
a. Seksi Industri Agro, Kimia dan Aneka 
b. Seksi Industri Mesin, Logam dan Alat Transportasi
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


5. Bidang Perdagangan 
Tugas pokok Bidang Perdagangan sebagaimana Pasal 30 yaitu melaksanakan kebijakan teknis perdagangan meliputi  pembinaan dan pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri meliputi pengendalian stabilisasi bahan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, memperkecil ketergantungan pada impor, bina usaha dan sarana perdagangan dan pencitraan cinta produk dalam negeri. 
Untuk melaksanakan tugas sesuai Pasal 31 tersebut, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang bahan pokok dan barang penting, bahan berbahaya (b2) minuman beralkohol (minol) perdagangan gula antar pulau terdaftar (pgapt), pusat distribusi regional dan provinsi.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan pembinaan dibidang pengembangan ekspor dan memperkecil ketergantungan pada pada impor dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berpeluang ekspor dan eksportir potensial.
c. Penyiapan bahan pelaksanaan  kebijaksanaan  teknis dan pembinaan  dibidang bina usaha dan sarana perdagangan.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh tiga Seksi yaitu :
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
c. Seksi Bina Usaha, sarana, pengembangan pasar dalam dan luar negeri
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Tugas pokok Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana Pasal 38 yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan / atau jasa di pasar serta pengendalian distribusi barang.
Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai Pasal 39, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi yaitu :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen,
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan barang beredar dan atau jasa di pasar.
c. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan analisa kasus perlindungan konsumen dan perdagangan, bimbingan operasional petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ), petugas pengawas tertib niaga (PPTN), dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DSG)
d. Pelaksanaan dan evaluasi penegakan hukum perlindungan konsumen, penegakan hukum perizinan dibidang perdagangan, penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa di pasaran.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dibantu oleh tiga Seksi yaitu :
a. Seksi Perlindungan Konsumen
b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
c. Seksi Tertib Niaga
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Dinas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi hanya memiliki 1 (satu) UPTD yaitu : 
Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD )  Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 
Tugas pokok Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yaitu melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para produsen, eksportir dan dunia usaha lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB mempunyai fungsi yaitu :
a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan dibidang standarisasi, pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang;
b. Penyusunan dan pengembangan sistem jaminan mutu untuk memenuhi penerapan standar internasional ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium;
c. Pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pngujian, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang   (BPSMB ;
d. Pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi produk pengajuan tanda SNI;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu barang yang beredar di pasaran, baik  produk dalam negeri, maupun produk ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen;
f. Pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar dan metode pengujian;
g. Pelaksanaan pelayanan jasa dibidang standarisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masarakat;
h. Pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
i. Pelaksanaan pelatihan dibidang teknis laboratorium kalibrasi;
j. Pemberian bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
k. Pengelolaaan sarana laboratorium dan sarana penunjang srta bahan-bahan untuk pengujian dan kalbrasi;
l. Pelaksanaan analisa dan evaluasi mutu hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan, penelitian dan srtifikasi mutu barang;
m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dibantu oleh :
a. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
b. Kelompok Jabatan Fungsional
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